
 

76 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.I Kesimpulan 

Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram merupakan dua daerah yang 

bertetangga dan secara administratif saling berbatasan langsung. Dalam bidang 

penyediaan air baku, terdapat ketimpangan antara Kabupaten Lombok Barat dan 

Kota Mataram. Kota Mataram membutuhkan penambahan pasokan sumber air 

baku dalam rangka pemenuhan kebutuhan air bersih di wilayahnya. Di sisi lain, 

sebagian besar sumber air baku yang digunakan Kota Mataram saat ini dan 

sumber–sumber air baku potensial terdapat di wilayah Kabpaten Lombok Barat. 

Sumber air baku khususnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Lombok 

Barat yang berdekatan dengan Kota Mataram memiliki kapasitas yang cukup 

besar. Kapasitas air baku tersebut diperkirakan akan dapat menambah pasokan air 

bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Mataram. Jika potensi 

sumber air baku yang ada di Kabupaten Lombok Barat dapat dikelola secara baik 

dan tepat, maka diharapkan dapat melayani pemenuhan kebutuhan air bersih 

wilayah Kota Mataram dan Lombok Barat sebagai bentuk konsekuensi, 

Kabupaten Lombok Barat akan menerima manfaat kompensasi. Kerjasama antar 

daerah dinilai dapat mengatasi permasalahan ketimpangan sumber air baku antara 

Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.  

Kata kunci kolaborasi menurut Gray (1989) adalah bentuk kerjasama, 

interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan 
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atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima 

akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan 

yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan 

manfaat. Memperkuat pendapat tersebut dengan menekankan bahwa kerjasama 

antar daerah hanya dapat terbentuk dan berjalan apabila didasarkan pada adanya 

kesadaran bahwa daerah–daerah tersebut saling membutuhkan untuk mencapai 

satu tujuan.  Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram dalam 

penyediaan air minum, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

a. Kolaborasi yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten 

Lombok barat dan Pemerintah Kota Mataram dalam 

Pengelolaan sumber air dengan tujuan mendistribusikan air 

bersih bagi masyarakat yang berada di wilayah Lombok 

Barat dan kota Mataram. 

b. Kepentingan pembagian saham antara Pemerintah 

Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram. 

Dengan pembagian saham 65 % untuk Kabupaten Lombok 

Barat dan 35% untuk Pemerintah Kota Mataram, dengan 

berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha 

Milik Daerah yang dimaksud adalah Perusahaan Perseroan 

Daerah adalah yang modalnya terbagi dalam saham yang 

seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh 

1 (satu) daerah. 
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c. Compromise merupakan penyelesain masalah dalam suatu 

perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Giri Menang 

dengan cara mencari jalan tengah antara ke dua belah pihak 

yang berkonflik. 

5.2 Saran 

1. Untuk mewujudkan ke arah kerjasama penuh atau formal antara 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram dalam 

penyediaan air baku, maka kedua daerah perlu mempertahankan hubungan 

yang telah terjalin baik selama ini, serta meningkatkan : 

a. Hubungan kolaborasi melalui upaya; 

- Mengadakan pertemuan berkala baik level staf maupun pimpinan 

daerah terkait kerjasama penyediaan air baku 

- Melaksanakan kerjasama program bersama antar kedua daerah 

dalam penyediaan air baku 

b. Hubungan koordinasi melalui upaya; 

- Meningkatkan koordinasi perencanaan penyediaan air baku antara 

kedua daerah 

- Meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam melakukan upaya 

perlindungan terhadap sumber daya air dan lingkungan di daerah 

masing-masing baik secara bersama maupun sendiri 
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c. Meningkatkan kerjasama penuh melalui upaya; 

- Menyusun program perencanaan jangka panjang bersama terkait 

penyediaan dan pengelolaan air baku 

- Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan hendaknya selalu 

dilandasi sikap saling percaya dan saling menghargai antar kedua 

pihak yang bekerjasama 

2. Pelestarian dan kualitas air baku menjadi prioritas terakhir dalam kriteria 

dan aspek kolaborasi penyediaan air baku. Kondisi ini perlu menjadi 

perhatian antara Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah 

Kota Mataram. 

3. Aspek peran serta masyarakat merupakan salah satu aspek prioritas dalam 

kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. Untuk itu disarankan 

kepada Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk : 

- Melakukan sosialisasi dan pelibatan secara aktif ke dua Pemda di 

wilayah sumber–sumber air baku potensial antara lain pemilik lahan, 

tokoh masyarakat, tokoh adat dan kelompok masyarakat pemakai 

sumber air baku terkait dengan kerjasama antar daerah Kabupaten 

Lombok Barat dan Kota Mataram 

- Memberikan pemerataan pelayanan, yaitu pemenuhan kebutuhan air 

minum penduduk Lombok Barat dan Kota Mataram dalam lingkup 

kerjasama penyediaan air baku dan hak pemenuhan kebutuhan air 
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minum kepada masyarakat yang berada di wilayah sekitar lokasi 

sumber–sumber air baku. 

4. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan Pemerintah Kota Mataram 

diharapkan memperdalam dan menyempurnakan data terkait sumber–

sumber air baku di wilayahnya, sehingga menjadi informasi akurat dalam 

lingkup kerjasama antar daerah dalam penyediaan air baku. 
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